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MENTER!I DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 10 Agustus 2020
- 141/4528/8) Yth. Bupati/ Wali Kota
: Penting
Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala di-
Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia
Kepala Desa Antar Waktu (PAW)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupall dan
Wali Kota Menjadi Undang-Undang serta menegaskan Surat kami Nomor
141/2577/S) tanggal 24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, disampaikan kepada
Saudara beberapa hal sebagal bernkut:

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020
yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan program
strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pihak termasuk
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, balk yang berpartisipasi
dalam Pilkada maupun yang tidak.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 67 huruf f menjelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program strategis nasional,
yang artinya pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah secara nasional yang aman dan bebas Covid-19,
termasuk melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran Covid-19.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 57 ayat (1)
menjelaskan bahwa dalam hal terjadi Kebijakan Penundaan Pelaksanaan
Pgmilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap
diberhentikan dan selanjutnya Bupati/ Wali Kota Mengangkat Penjabat Kepala
Desa dan pada Pasal 57 Ayat (2) mengatur bahwa Kebijakan Penundaan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)



ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di
bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal inl adalah Menteri Dalam
Negeri.

4. Berkenaan dengan angka 1,2 dan 3, kami minta kepada Saudara untuk
menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai selesainya penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dengan tetap
menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di wilayahnya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

‘Mentg

Dalam Negeri,

N

Tembusan :
. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
. Menteri Sekretaris Negara;

Sekretaris Kabinet;

. Kepala Staf Kepresidenan;

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;

. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan

. Gubemur Seluruh Indonesia,
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